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Abstract: Marriage is an institution that exist in every society and 
religion. Every society and religion have a procedure for each 
different from each other. Whether the marriages were valid 
under Islamic law. Islam is a religion that recognizes the plurality 
of society and religion as a reality of life. Ibn Taimiyya had an 
opinion about the validity of marriages outside of Islam (al-kuffār 
marriage/nikāh al-kuffār). Ibn Taimiyya opinion was based on Al-
Qur'an and as-Sunnah (traditions) and the opinions of some 
friends (sahabat). Ibn Taimiyya opinion was consistent with the 
principles of tolerance in Islam; religious freedom, mutual 
respect, and justice. Ibn Taimiyya opinion is very important in 
creating a harmonious relationship between religious. 
 
Abstrak: Perkawinan adalah suatu institusi yang eksis pada setiap 
masyarakat dan agama. Masing-masing memiliki tata cara yang 
berbeda antara satu masyarakat atau agama dengan masyarakat 
atau agama lainnya. Apakah perkawinan-perkawinan tersebut sah 
menurut hukum Islam? Islam adalah suatu agama yang mengakui 
pluralitas masyarakat dan agama sebagai suatu realitas kehidupan. 
Ibnu Taimiyah memiliki pendapat tentang sahnya perkawinan di 
luar Islam (nikāh al-kuffār). Pendapatnya didasarkan kepada nash 
baik al-Qur‘an maupun hadis serta pendapat sebagian sahabat. 
Pendapat Ibnu Taimiyah ini sesuai dengan prinsip-prinsip 
toleransi dalam Islam yaitu kebebasan beragama, saling 
menghormati, dan keadilan. Pendapat ini sangat penting dalam 
membangun suatu hubungan yang harmonis antar umat 
beragama. 
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Pendahuluan 

Perkawinan merupakan suatu lembaga yang penting 
dalam kehidupan manusia. Perkawinan merupakan suatu ikatan 
yang menuntut pelakunya melaksanakan hak dan kewajiban. 
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Dengan adanya perkawinan, kehidupan manusia akan lebih 
teratur. Lembaga perkawinan ini dibutuhkan untuk mewujudkan 
suatu kepastian hukum bagi orang tua dan anak-anak yang lahir. 

Karena urgensitas perkawinan tersebut, maka tidak ada 
suatu mayarakat yang tidak memiliki aturan tentang perkawinan, 
sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip yang dianut oleh 
mayarakat tersebut. Meskipun hukum ataupun norma tentang 
perkawinan antara masyarakat yang satu dengan yang lain 
berbeda, baik yang berkaitan dengan persyaratan maupun 
tatacara perkawinan, tetapi semua aturan itu bertujuan 
mewujudkan kehidupan berkeluarga dan bemasyarakat yang 
teratur sehingga terwujud keharmonisan dan ketenteraman dalam 
hidup.  

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa –selain 
kelahiran, perkawinan, dan kematian— yang dianggap sebagai 
peristiwa penting dalam kehidupam manusia yang diakui oleh 
semua adat dan agama. Van Gennep menyebutnya dengan Rites 
de Passage (upacara peralihan) yang melambangkan peralihan atau 
perubahan status dari mempelai berdua di mana sebelumnya 
mereka hidup terpisah, tetapi setelah melakukan perkawinan 
mereka hidup bersama sebagai suami-istri. Rites de Passage ini 
terdiri dari tiga tahap: 

1. Rites de separation, yaitu perpisahan dari status semula; 
2. Rites de marge, yaitu perjalanan ke status baru; 
3. Rites d‟aggregation, yaitu penerimaan dalam status baru.1 

Perkawinan adalah suatu proses yang penting bahkan 
sakral, bukan hanya untuk meresmikan suatu keluarga baru saja, 
melainkan juga sebagai jalan untuk melestarikan generasi/ 
penerus bagi masyarakat.  

Di dalam masyarakat muslim, hukum atau norma yang 
dipegang didasarkan kepada ketentuan yang ada dalam nash, baik 
al-Qur‘an maupun al-sunnah. Di dalam QS. al-Rum (30): 21 
disebutkan tentang pentingnya suatu perkawinan. Perkawinan 

                                                           
1 Soerojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat (Bandung: 
Alumni, 1973), hlm.140.  
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memiliki tujuan untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, 
yang dilandaskan pada mawaddah dan rahmah. 

                     

                     2
  

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri 
dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 
dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu 
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” 

 
Islam sebagai agama yang terakhir dihadapkan dengan 

suatu realitas perbedaan hukum karena perbedaan agama, 
termasuk di dalamnya adalah hukum perkawinan yang berbeda 
(perkawinan non-muslim), baik ketika Islam baru turun di mana 
masyarakat kafir Quraisy pada saat itu juga memiliki aturan 
tentang perkawinan, maupun pada masa sekarang. Persoalan 
penting dalam perkawinan di luar Islam –dengan aturan-aturan 
yang tidak sama dengan ketentuan hukum Islam— yang 
dilakukan oleh orang-orang non-muslim (nikāh al-kuffār) adalah 
apakah sah atau tidak menurut hukum Islam. Persoalan ini 
dianggap penting karena beberapa alasan, antara lain, berkaitan 
dengan persoalan kewarisan dan perwalian dalam perkawinan. 
Ketika orang tua dan anaknya masuk Islam, apakah mereka 
memiliki hubungan nasab yang sah, sehingga bisa saling mewarisi 
dan seorang bapak bisa menjadi wali bagi anak perempuannya. 

 
Persyaratan Perkawinan dalam Hukum Islam 

Di dalam hukum Islam, sah tidaknya suatu perkawinan 
tergantung sejauh mana ketentuan-ketentuan tentang persyaratan 
perkawinan itu terpenuhi. Ketentuan-ketentuan ini berupa 
rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan 

Rukun-rukan perkawinan itu adalah: 
1. Calon mempelai laki-laki dan perempuan. 
2. Wali. 

                                                           
 2 QS. al-Rum (30): 21.  
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3. Saksi. 
4. Akad perkawinan (ijab-qabul).3 

Rukun-rukun perkawinan itu harus memenuhi syarat-
syarat tertentu. Seperti ketentuan yang berkaitan dengan syarat 
calon mempelai laki-laki dan perempuan serta keharusan adanya 
wali dan dua saksi. Syarat calon mempelai laki-laki dan 
perempuan disebutkan dalam al-Qur‘an: 

لا ْْنِذُ٘ا َٗ ب رَ ٌْ  ّنََخَ  ٍَ َِ  آثبَإُمُ ب الِا اىِّْسَبءِ  ٍِ ُ  سَيفََ  قذَْ  ٍَ َُ  أَِّّ قْز ب فبَدِشَخ   مَب ٍَ سَبءَ  َٗ َٗ 

ٍَذْ (٢٢) سَجِٞلا ٌْ  دُشِّ ْٞنُ ٌْ  عَيَ ٖبَرنُُ ٍَّ ٌْ  أُ ثَْبَرنُُ َٗ  ٌْ ارنُُ َ٘ أخََ َٗ  ٌْ برنُُ ََّ عَ َٗ  ٌْ خَبلارنُُ ثَ  َٗ  َْبدُ َٗ

ثَْبَدُ  الأرِ  ٌُ  الأخْذِ  َٗ ٖبَرنُُ ٍَّ أُ ٌْ  اىلارِٜ َٗ ٌْ  أسَْضَعْْنَُ ارنُُ َ٘ أخََ َٗ  َِ ضَبعَخِ  ٍِ ٖبَدُ  اىشَّ ٍَّ أُ َٗ 

 ٌْ ٌُ  ّسَِبئنُِ سَثبَئجِنُُ ٌْ  فِٜ اىلارِٜ َٗ ِْ  دُجُ٘سِمُ ٍِ  ٌُ ٌْ  اىلارِٜ ّسَِبئنُِ َِّ  دَخَيْزُ ِٖ ُْ  ثِ ِ ٌْ  فبَ  رنَُُّ٘٘ا ىَ

 ٌْ َِّ  دَخَيْزُ ِٖ ٌْ  جُْبَحَ  لافَ  ثِ ْٞنُ دَلائوُِ  عَيَ َٗ  ٌُ َِ  أثَْْبَئنُِ ِْ  اىَّزِٝ ٍِ  ٌْ ُْ  أصَْلاثنُِ أَ عُ٘ا َٗ ََ َِ  رجَْ ْٞ  ثَ

 ِِ ْٞ ب الِا الأخْزَ َُّ  سَيفََ  قذَْ  ٍَ َ  اِ َُ  اللَّّ ا مَب ب غَفُ٘س   َ (٢٣) سَدِٞ
4

 
“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali 
pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah 
dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-
ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-
saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak 
perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-
saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan 
sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu 
dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu 
(dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan 
bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) 
dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. 

 
Ayat di atas berisi ketentuan tentang larangan melakukan 

perkawinan dengan ibu tiri, anak tiri (di mana ibunya sudah 
melakukan hubungan seks dengan laki-laki itu), mahram 
(hubungan darah), menantu (istri anak kandung), ibu yang 
menyusui, saudara perempuan satu susuan, dan mengumpulkan 
dua wanita bersaudara.  

                                                           
3 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-
undang No, 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), cet. II (Yogyakarta: Liberty, 
1986), hlm. 30.  
4 QS. al-Nisa‘ (4): 22-23. 
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Demikian juga terdapat ketentuan lain, bahwa laki-laki 
muslim atau perempuan muslim dilarang menikah dengan orang 
musyrik: 

 وَلا أعَْجَبَتْكُمْ  وَلوَْ  مُشْرِكَة   مِنْ  خَيْر   مُؤْمِنَة   وَلأمَة   يُؤْمِنَّ  حَتَّى الْمُشْرِكَاتِ  تَنْكِحُوا وَلا
 أوُلئَكَِ  أعَْجَبَكُمْ  وَلوَْ  مُشْرِك   مِنْ  خَيْر   مُؤْمِن   وَلعََبْد   يُؤْمِنُوا حَتَّى الْمُشْرِكِينَ  تُنْكِحُوا
ُ  النَّارِ  إلَِى يَدْعُونَ  ةِ  إلَِى يَدْعُو وَاللَّّ  لعََلَّهُمْ  لِلنَّاسِ  اتِهِ آيَ  وَيُبَيِّنُ  بِإذِْنِهِ  وَالْمَغْفِرَةِ  الْجَنَّ

رُونَ  5(٢٢٢) يَتَذَكَّ
 

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. 
Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia 
menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan 
wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin 
lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke 
neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka 
mengambil pelajaran. 

 
Keharusan adanya wali dan dua saksi dapat dilihat dalam 

hadis Nabi Muhammad saw.: 

 
6
 

“Tidak sah suatu pernikahan tanpa adanya wali dan dua saksi yang adil”.  

Wali dan saksi ini disyaratkan beragama Islam. 

 
Bentuk Perkawinan yang Sah menurut Hukum Islam  

Di dalam hukum perkawinan Islam terdapat empat 
bentuk perkawinan, yaitu: 
1. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita muslim; 
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlulkitab; 
3. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita musyrik; 
4. Perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim 

(musyrik dan Ahlulkitab). 
Bentuk perkawinan yang pertama, yaitu antara laki-laki 

muslim dengan wanita muslim, merupakan bentuk perkawinan 
yang disepakati oleh seluruh umat Islam tentang sahnya 
perkawinan tersebut. Ketentuan tentang kaharusan melakukan 

                                                           
5 Al-Baqarah (2): 221. 
6 Al-Syauka >ni >, Nail al-Aut }a >r (Mesir: Maktabah wa Mat}ba‘ah Mus}t}afa > al-Ba >bi 

al-Halli>, t.th.), jilid I, hlm. 580, hadis dari Ibnu ‗Abbas. 
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perkawinan dengan agama yang sama yaitu Islam dapat dilihat 
dalam al-Qur‘an surat al-Baqarah (2) ayat 221. 

لا ْْنِذُ٘ا َٗ شْشِمَبدِ  رَ َُ َِّ  دَزَّٚ اىْ ٍِ خ   ٝئُْ ٍَ لأ ْخَ   َٗ ٍِ ئْ ْٞش   ٍُ ِْ  خَ شْشِمَخ   ٍِ ٍُ  ْ٘ ىَ َٗ  ٌْ لا أعَْجَجزَْنُ َٗ 

ْْنِذُ٘ا َِ  رُ شْشِمِٞ َُ ُْ٘ا دَزَّٚ اىْ ٍِ ىعََجْذ   ٝئُْ َٗ   ِ ٍِ ئْ ْٞش   ٍُ ِْ  خَ شْشِك   ٍِ ٍُ  ْ٘ ىَ َٗ  ٌْ  أُٗىئَلَِ  أعَْجَجنَُ

 َُ ُ  اىَّْبسِ  اىَِٚ ٝذَْعُ٘ اللَّّ غْفشَِحِ  اىْجََّْخِ  اىَِٚ ٝذَْعُ٘ َٗ ََ اىْ َٗ  ِٔ ُِ  ثبِرِِّْ ٝجَُِّٞ َٗ  ِٔ ٌْ  ىيَِّْبطِ  آٝبَرِ ُ  ىعََيَّٖ

 َُ شُٗ   ٝزَزََمَّ
“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. 
Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia 
menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan 
wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin 
lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke 
neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah 
menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka 
mengambil pelajaran. 

 
Kesimpulan dari ayat di atas adalah bahwa seorang laki-

laki muslim harus menikah dengan wanita muslim demikian juga 
wanita muslim harus menikah dengan laki-laki muslim. 

Bentuk perkawinan yang kedua, ketiga, dan keempat 
merupakan perkawinan beda agama atau antarumat beragama. 

 
1. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlulkitab. 

Perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita 
Ahlulkitab secara tegas disebutkan dalam al-Qur‘an: 

 

 ًَ ْ٘ ٌُ  أدُِوَّ  اىَْٞ ِّجبَدُ  ىنَُ ًُ  اىطَّٞ طعََب َٗ  َِ ٌْ  دِو   اىْنِزبَةَ  أُٗرُ٘ا اىَّزِٝ ٌْ  ىنَُ نُ ٍُ طعََب ٌْ  دِو   َٗ  ىَُٖ

ذْصَْبَدُ  َُ اىْ َٗ  َِ ْبَدِ  ٍِ ٍِ ئْ َُ ذْصَْبَدُ  اىْ َُ اىْ َٗ  َِ ٍِ  َِ ِْ  اىْنِزَبةَ  أُٗرُ٘ا اىَّزِٝ ٍِ  ٌْ  ارَِا قجَْينُِ

 َِّ ُٕ٘ َُ ْٞزُ َِّ  آرَ َِ  أجُُ٘سَُٕ ذْصِِْٞ ْٞشَ  ٍُ سَ  غَ ٍُ َِ لا بفذِِٞ زَّخِزِٛ َٗ ٍُ   ُ ِْ  أخَْذَا ٍَ ُِ  ٝنَْفشُْ  َٗ ب ََ  ثِبلإٝ

ئُُ  دَجظَِ  فقَذَْ  ََ َ٘  عَ ُٕ َِ  اٟخِشَحِ  فِٜ َٗ ٍِ  َِ  7(٥) اىْخَبسِشِٝ
“Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang 
yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. 
(Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-
wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang 
yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka 
dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) 
menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak 

                                                           
7 QS al-Ma‘idah (5): 5.  
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menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat 
termasuk orang-orang merugi. 

 
Ayat di atas mengandung pengertian tentang halalnya 

makanan (sembelihan) orang-orang Ahlulkitab dan halalnya 
wanita Ahlulkitab untuk dinikahi oleh laki-laki muslim. Yang 
membedakan ayat di atas dengan surat al-Baqarah (2): 221 adalah 
keyakinan dan kitab suci yang dimiliki. Dalam konteks ini, 
penyebutan Ahlulkitab ditujukan kepada golongan yang memiliki 
kitab suci yang dipegangi dan menjadi landasan keyakinannya, 
sedangkan penyebutan musyrik ditujukan kepada golongan yang 
tidak memiliki kitab suci. Oleh karena itu, sebagaimana ketentuan 
yang disebutkan di dalam ayat di atas, binatang buruan dan 
sembelihan binatang yang dilakukan Ahlulkitab dianggap sebagai 

sesuatu yang t}ayyiba>t (baik), karena mereka masih mengakui dan 
menyebut nama Allah swt. yang dipercaya sebagai Tuhan yang 
menciptakan alam dan tempat kembali manusia di akhirat nanti.8  

 Apabila ditarik pengertian yang lebih dalam, ayat 5 surat 
al-Ma‘idah tersebut menunjuk pada tema pokok yaitu halalnya 

hal-hal yang ţayyibāt (baik). Termasuk dalam hal-hal yang t}ayyiba >t 
ini adalah daging binatang yang disembelih oleh Ahlulkitab dan 
perempuan-perempuan, baik mukmin ataupun perempuan-

perempuan Ahlulkitab, yang menjaga kehormatannya (muh}s}ana>t). 
Adapun hal-hal yang dipandang tidak baik adalah pernikahan 
(wanita muslim) dengan laki-laki musyrik, (laki-laki muslim) 
dengan perempuan musyrik dan pezina. Secara umum makna 

yang baik (t}ayyiba >t) adalah hal-hal yang halal bagi umat Islam dan 

hal-hal yang jelek (al-khaba>‟is\) adalah hal-hal yang haram bagi 
umat Islam.9  

Meskipun secara tegas perkawinan laki-laki muslim 
dengan wanita Ahlulkitab diperbolehkan, para ulama berbeda 
pendapat tentang siapa Ahlulkitab dan tentang cakupan 

                                                           
8 Departemen Agama RI, Hubungan Antar Umat Beragama (Tafsir Al-Qur‟an 
Tematik), cet. I (Jakarta: Departemen Agama Ri, Badan Litbang dan Diklat 
Lajnah Pentashhihan Mushaf Al-Qur‘an, 2009), hlm. 26-27. 
9 Ibid., hlm. 207. 
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Ahlulkitab. Agama apa saja yang termasuk dalam agama 
Ahlulkitab, sehingga penganutnya dapat disebut golongan 
Ahlulkitab. Perbedaan pendapat tesebut adalah: 
a. Umar ibn al-Khattab mengakui bahwa penganut Yahudi dan 

Nasrani adalah Ahlulkitab, tetapi dia pernah melarang Ţalhah 
ibn ‗Ubaidillah untuk menikah dengan seorang perempuan 
Yahudi. 

b. Menurut Imam Syafi‘i, istilah Ahlulkitab hanya meliputi 
pengikut agama Yahudi dan Nasrani yang berasal dari 
keturunan Bani Israil saja –bukan dari keturunan ras atau 
suku yang lain10— sebelum kedatangan Islam.11 Dia 
mengkhususkan Yahudi dan Nasrani hanya orang-orang yang 
berasal dari keturunan Bani Israil karena Musa dan Isa adalah 
nabi-nabi yang diutus dan dikhususkan untuk keturunan Bani 
Israil. 

c. Syi‘ah Rafidah secara tegas melarang terjadinya perkawinan 
antara orang Islam dengan non-muslim tanpa membedakan 
apakah pemeluk Islam itu laki-laki atau perempuan dan tanpa 
membedakan apakah non-muslim itu Ahlulkitab atau non-
ahlulkitab. Perkawinan antara muslim dengan non-muslim 
dilarang secara mutlak.12 

d. Menurut Abu Hanifah, istilah Ahlulkitab ditujukan kepada 
siapa pun yang percaya terhadap kitab-kitab yang diturunkan 
oleh Allah kepada para rasul dan nabi-Nya, tidak hanya 
dikhususkan bagi pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa yang 
disebut dengan orang Yahudi dan Nasrani. Cakupan 

Ahlulkitab meliputi juga orang-orang yang mengimani S{uh}uf 
Ibrahim dan Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi 
Dawud, bahkan mencakup orang-orang Sabi‘in (penyembah 
bintang). Namun, pendapat ini tidak diikuti oleh muridnya 

                                                           
10 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 366.  
11 Ibnu Taimiyah, al-Tafsi>r al-Kabi>r (Beirut: Da >r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), 
Jilid II, hlm. 184. 
12 Ibid., Jilid II, hlm. 181. 
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yang bernama Abu Yusuf dan Muhammad. Menurut 
keduanya, Sabiin tidak termasuk dalam Ahlulkitab.13  

e. Menurut Ahmad ibn Hanbal, cakupan makna Ahlulkitab 
selain menunjuk kepada pengikut Yahudi dan Nasrani, juga 
mencakup orang-orang Majusi.14 

Ibnu Taimiyah memiliki pendapat yang berbeda dengan 
pendapat-pendapat di atas. Ahlulkitab adalah orang-orang yang 
menganut Agama Yahudi dan Nasrani, baik keturunan Bani Israil 
maupun bukan, baik sebelum kedatangan Islam maupun 
sesudahnya. Penyebutan Ahlulkitab ditujukan kepada penganut 
agama, bukan kepada keturunan siapa atau kapan waktunya, 
sebagaimana penyebutan seorang muslim adalah kepada orang 
yang menganut agama Islam dan tidak berkaitan dengan agama 
yang dianut oleh orang tuanya,15 sehingga Ahlulkitab mencakup 
orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum kedatangan Islam dan 
juga orang-orang yang menganut agama Yahudi dan Nasrani 
setelah kedatangan Islam.  

Alasan Ibnu Taimiyah adalah karena penyebutan tersebut 
bagi mereka (penganut agama Yahudi dan Nasrani) terdapat di 
dalam Al-Qur‘an, artinya setelah kenabian Muhammad masih ada 
penyebutan Ahlulkitab, hal ini berarti Ahlulkitab masih tetap ada, 
meskipun agama Islam sudah ada sebagai pengganti dari agama 
Yahudi dan Nasrani. Penyebutan tersebut dilihat dalam surat al-
Bayyinah (98): ayat 1 dan ayat 6.  

 ٌْ ِِ  ىَ َِ  ٝنَُ ِْ  مَفشَُٗا اىَّزِٝ ْٕوِ  ٍِ َِ  اىْنِزبَةِ  أَ شْشِمِٞ َُ اىْ َٗ  َِ ٞ ْْفنَِّ ٌُ  دَزَّٚ ٍُ خَُ  رؤَرَُِْٖٞ  (١) اىْجَِّْٞ
“Orang-orang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa 
mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang 
nyata”. 

 

                                                           
13 Ahmad al-Ra >zi> al-Jas}s}a >s}, Ah }ka >m al-Qur‟a >n (Beirut: Da >r al-Fikr, 1993), jilid 
III, hlm. 135. 
14 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran, hlm. 38 dan 367. Sabiin menurut M. 

Rasyid Ridha adalah bagian dari agama Nasrani. M. Rasyi>d Rida >, al-Mana >r 

(Beirut: Da >r al-Ma‘a >rif, t.th.), Jilid I, hlm. 337. 
15 Ibnu Taimiyah, al-Fata >wa > al-Kubra > (Beirut: Da >r al-Ma'a >rif, t.th.), jilid II, hlm. 
189–190.  



148                               Samsul Hadi: Legalitas Perkawinan… 

 

Asy-Syir’ah 

Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum                                          Vol. 46 No. I, Januari-Juni 2012 

 َُّ َِ  اِ ِْ  مَفشَُٗا اىَّزِٝ ْٕوِ  ٍِ َِ  اىْنِزبَةِ  أَ شْشِمِٞ َُ اىْ ٌَ  ّبَسِ  فِٜ َٗ َِ خَ  جَََّْٖ ٌْ  أُٗىئَلَِ  فِٖٞبَ بىذِِٝ  شَش   ُٕ

 (٦) اىْجشََِّٝخِ 

 
“Sesungguhnya orang-orang yang kafir Yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik 
(akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. mereka itu adalah 
seburuk-buruk makhluk”. 

Dua ayat tersebut memberikan petunjuk, bahwa yang 
dimaksud dengan Ahlulkitab mancakup juga orang yang 
menganut agama Yahudi dan Nasrani setelah terjadinya tabdīl 
(kedatangan Islam).16 

Di dalam Al-Qur‘an, orang-orang Ahlulkitab dianggap 
sebagai golongan yang keluar dari ajaran tauhid. Mereka telah 
menjadi orang-orang yang musyrik. Agama telah mereka ubah 
(ganti), sehingga dua agama tersebut yang pada awalnya 
mengajarkan tauhid berubah menjadi agama yang megajarkan 
kemusyrikan. Orang-orang Yahudi telah menjadikan ‗Uzair 
sebagai anak Tuhan dan orang Nasrani menjadikan al-Masih (‗Isa 
ibnu Maryam) sebagai anak Tuhan, sebagaimana disebutkan di 
dalam QS. al-Taubah (9) ayat 30: 

قبَىذَِ  ْٝش   اىَُْٖٞ٘دُ  َٗ ُِ  عُضَ ِ  اثْ قبَىذَِ  اللَّّ سِٞخُ  اىَّْصَبسَٙ َٗ ََ ُِ  اىْ ِ  اثْ ٌْ  رَىلَِ  اللَّّ ىُُٖ ْ٘ ٌْ  قَ ِٖ ِٕ ا َ٘  ثؤِفَْ

 َُ ِٕئُ٘ هَ  ٝضَُب ْ٘ َِ  قَ ِْ  مَفشَُٗا اىَّزِٝ ٌُ  قجَْوُ  ٍِ ُ  قبَريََُٖ َُ  أََّّٚ اللَّّ  (٣٣) ٝئُْفنَُ٘
“ Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orang-orang Nasrani 
berkata: "Al masih itu putra Allah". Demikianlah itu Ucapan mereka dengan mulut 
mereka, mereka meniru Perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah 
mereka , bagaimana mereka sampai berpaling? 

 
Pendapat yang lebih luas tentang cakupan Ahlulkitab 

adalah pendapat dari penulis tafsir al-Mana >r yaitu M. Rasyīd Ridā. 
Menurutnya, Ahlulkitab tidak hanya terbatas penganut agama 
Yahudi dan Nasrani, tetapi mencakup Majusi (penyembah api), 
Sabi'in (penyembah bintang), pengikut agama India, China, dan 
Jepang. 17 Sabi‘in adalah bagian dari agama Nasrani.18 

 M. Quraish Shihab lebih memilih pendapat Ibnu 
Taimiyah, bahwa Ahlulkitab adlah pemeluk agama Yahudi dan 

                                                           
16 Ibid., hlm. 368.  
17 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Quran, hlm. 38 dan 367. 
18 M. Rasyīd Ridā, al-Manār (Beirut: Dār al-Ma‘ārif, t.t.), jilid II, hlm. 337. 
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Nasrani dan bukan yang lain. Pendapat ini didasarkan kepada 
penggunaan istilah Ahlulkitab di dalam al-Qur‘an yang hanya 
meliputi dua golongan tersebut sebagaimana surat al-An‘am (6): 
156:  

 ُْ ب رقَُ٘ىُ٘ا أَ ََ ّْضِهَ  اَِّّ ِِ  عَيَٚ اىْنِزَبةُ  أُ ْٞ ِْ  طَبئفِزََ ُْ  قجَْيِْبَ ٍِ اِ ِْ  مَُّْب َٗ ٌْ  عَ ِٖ َِ  دِسَاسَزِ  ىغََبفيِِٞ

(١٥٦) 
“(Kami turunkan Al-Qur‟an) agar kamu (tidak) mengatakan, bahwa kitab ini hanya 
diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami dan sesungguhnya kami tidak 
memperhatikan yang mereka baca”.  

 
Dua golongan yang dimaksud dalam ayat di atas yang 

diberi al-Kitab adalah golongan Yahudi dan Nasrani.19 Pendapat 
ini merupakan pendapat yang banyak dipegang oleh umat Islam 
termasuk umat Islam di Indonesia. 

 
2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita musyrik. 

Hukum perkawinan laki-laki muslim dengan wanita 
musyrik secara tegas disebutkan di dalam surat al-Baqarah (2) 
ayat 221. Di sini tidak ada perbedaan antara laki-laki muslim atau 
wanita muslim, kalau melakukan perkawinan dengan orang 
musyrik maka dilarang. Pengertian musyrik di sini adalah orang 
yang menganut agama selain Islam (non-muslim). 

Di kalangan ulama terdapat perbedaan tentang siapa 
orang yang termasuk kelompok musyrik. Perbedaan ini sesuai 
dengan perbedaan mereka dalam menentukan siapa Ahlulkitab. 
Orang di luar Islam yang tidak termasuk Ahlulkitab adalah orang 
musyrik.  

 
3. Perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non-muslim 

(musyrik/Ahlulkitab). 
Ulama empat mazhab sepakat bahwa perkawinan wanita 

muslim dengan laki-laki non-muslim dilarang, baik laki-laki 
tersebut adalah orang musyrik maupun penganut agama Yahudi 
dan Nasrani (Ahlulkitab). Larangan ini didasarkan pada QS. Al-
Baqarah (2) ayat 221. 

                                                           
19 M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur‟an, hlm. 368. 
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Perkawinan di Luar Islam (Nika >h} al-Kuffa >r) 
Di dalam pergaulan dengan umat non-muslim, umat 

Islam dihadapkan bukan saja dengan hukum perkawinan antar 
umat yang berbeda agama, baik umat Islam dengan non-muslim 
Ahlulkitab maupun non Ahlulkitab. Umat Islam juga dihadapkan 
pada persoalan bagaimana menyikapi perkawinan-perkawinan 
yang dilakukan oleh mereka dengan hukum yang mereka anut. 
Apakah perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang non-
muslim dengan hukum yang mereka miliki sah atau tidak 
menurut hukum Islam. 

Di kalangan umat Islam terdapat berbagai pendapat 

tentang hukum perkawinan di luar Islam. Ah}mad al-Ra>zi > al-

Jas}s}as} menyebutkan pendapat Abu Hanifah, bahwa perkawinan 
yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim dengan tata cara 
mereka diakui oleh Islam. Apabila mereka, suami-istri, 
menghendaki diterapkan aturan Islam, maka hal tersebut 
dibolehkan. Apabila salah satunya menghendaki, tetapi yang lain 
menginginkan tetap dengan aturan agama mereka, perkawinan 
itu tetap sah dan diakui oleh Islam. Demikian halnya apabila 
suami istri tersebut masuk Islam, mereka tidak diperintahkan 
untuk melakukan pernikahan ulang.20 Adapun perkawinan yang 
tidak diakui adalah:  
1). Perkawinan yang dilakukan tanpa adanya saksi perkawinan; 
2). Perkawinan dalam masa ‗iddah. 

Pengakuan yang dilakukan Abu> H{ani >fah terhadap 
perkawinan di luar Islam didasarkan pada ketetapan dari Nabi 
Muhammad saw. Suatu ketika Nabi mengambil jizyah dari orang-
orang Majusi di mana banyak dari mereka yang melakukan 

perkawinan dengan mah}ram mereka, hal itu diketahui oleh Nabi, 
tetapi Nabi tidak memerintahkan mereka untuk bercerai. 
Demikian pula dalam perkawinan yang dilakukan olah orang-
orang Yahudi dan Nasrani di mana banyak perkawinan yang 
tidak sesuai dengan hukum Islam, tetapi Nabi tidak menyuruh 
mereka untuk bercerai ketika mereka membuat perjanjian sebagai 

                                                           
20 Ah}mad al-Ra >zi> al-Jas}s}as}, Ah }ka >m al-Qur‟a >n (Beirut: Da >r al-Fikr, 1993), jilid II: 
611-612. 
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ahl al-z\immah, seperti yang dilakukan oleh penduduk Kota 
Najran.21 

Menurut Abu> H{ani>fah, dua peristiwa di atas merupakan 
dasar bahwa Nabi mengakui perkawinan mereka dan mengakui 
keberadaan ajaran, mazhab, dan agama (i‟tiqād) mereka yang sesat 
dan batil. Tetapi, pengakuan Nabi tersebut tidak berlaku dalam 
persoalan riba yang dilakukan mereka, karena Nabi melarang 
mereka melakukannya.22 

Selain berdasarkan tindakan Nabi, Abu> H{ani >fah juga 
mendasarkan pendapatnya kepada ketetapan yang dibuat oleh 

Umar ibn al-Khat}t}a >b. Ketika Umar berhasil menaklukkan kota 
al-Sawwād di Irak, dia mengakui perkawinan yang dilakukan 
penduduk kota yang beragama Majusi. Umar tidak menetapkan 
hukum untuk menceraikan mereka, meskipun perkawinan yang 

mereka lakukan adalah perkawinan dengan mah}ram-mah}ram 
mereka.23 

Imam Malik berpendapat, bahwa perkawinan di luar Islam 
(ahl al-syirk) bukanlah perkawinan yang sah, sehingga perkawinan 
tersebut tidak diakui oleh Islam. Perkawinan yang mereka 

lakukan tidak menjadikan mereka menjadi muhs}a >n.24 Apabila 
kemudian terjadi perceraian, perceraian yang mereka lakukan 
bukanlah suatu perceraian. Demikian juga apabila seorang 
muslim menceraikan istrinya yang bukan muslim, kemudian 
wanita tersebut dinikahi oleh orang non-muslim dan telah 

diceraikan (nika >h} muh }allil), perkawinan ini tidak menjadikan suami 
yang pertama boleh menikahinya kembali.25 

Ibnu Taimiyah memiliki pendapat yang sama dengan Abu > 

H{ani >fah tentang sahnya perkawinan di luar Islam yang dilakukan 

                                                           
21 Ibid.  
22 Ibid.  
23 Ibid. 
24Muhs}a >n adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyebutkan orang yang 
sudah menikah, sedangkan untuk menyebutkan orang yang belum menikah 

digunakan istilah gair muh }s}a >n.  
25 Ibnu Taimiyah, Majmū‟at al-Fata >wa > (Riya >d }: al-Mamlakah al-‗Arabiyyah, 
1998), XXXII; 111-112.  
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oleh non-muslim, tetapi dalil yang digunakan memiliki 
perbedaan. Pendapatnya adalah apabila perkawinan yang mereka 
lakukan tidak dilarang oleh aturan agama mereka, maka 
perkawinan itu tetap diakui, meskipun menurut hukum Islam 
dianggap sebagai perkawinan yang diharamkan. Apabila suami 
istri tersebut kemudian masuk Islam, perkawinan tersebut tidak 
dibatalkan. Perkawinan itu dapat dibatalkan hanya apabila 

dilakukan dengan mah}ram mereka.26  
Perkawinan di luar Islam memiliki hukum yang sama 

dengan akad-akad yang lain yang mereka lakukan sebelum Islam, 
seperti akad perjudian, riba dan jual beli khamr. Apabila mereka 
kemudian masuk Islam, harta yang mereka peroleh dari akad-
akad tersebut tetap menjadi hak mereka, tetapi mereka harus 
meninggalkan akad-akad tersebut setelah masuk Islam.27  

Pendapat ini didasarkan kepada: 
a). Al-Qur‘an surat al-Lahab (111) ayat 4: 

شَأرَُُٔ  ٍْ ا بىخََ  َٗ ََّ  ;(٤) اىْذَطتَِ  دَ
  “…dan istri (imra'āt)nya (Abū Lahab) adalah pembawa kayu bakar”. 

 
Al-Qur‘an surat al-Tahrim (66) ayat 11: 

ضَشَةَ  َٗ  ُ ثلَا اللَّّ ٍَ  َِ ُْ٘ا ىيَِّزِٝ ٍَ شَأحََ  آ ٍْ َُ  اِ ْ٘ ِِ  سَةِّ  قبَىذَْ  ارِْ  فشِْعَ ْْذَكَ  ىِٜ اثْ ْٞز ب عِ  اىْجََّْخِ  فِٜ ثَ

ِْٜ ّجَِّ َٗ  ِْ ٍِ  َُ ْ٘ ِٔ  فشِْعَ يِ ََ عَ َٗ ِْٜ ّجَِّ َٗ  َِ ٍِ  ًِ ْ٘ َِ  اىْقَ ٞ َِ  (١١) اىظَّبىِ
“Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang 
beriman, ketika ia berkata: "Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah 
rumah di sisi-Mu dalam firdaus, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan 
perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." 

 
Lafaz imra‟at pada dua ayat di atas memiliki makna istri, 
yaitu istri Abu Lahab dan istri Fir‘aun. Makna istri 
merupakan makna yang umum, yaitu istri yang sah.28 

b). Hadis. 

                                                           
26 Pendapat Ibnu Taimiyah tersebut sama dengan pendapat Abū Bakar dan 
Abū Mūsā al-Asy‘arī. Lihat Alā'u ad-Dīn ibn ‗Abbās al-Ba‘lī, al-Ikhtiyārāt al-
Fiqhiyyah min Fatāwā Syaikh al-Islām Ibn Taimiyah (Beirut: Dār al-Fikr, t.th.), 
hlm. 224.   
27 Ibnu Taimiyah, Majmū‟at al-Fata >wa >... XXII, hlm. 9. 
28 Ibid., XXXII; 111-112. 
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  Suatu ketika Nabi memerintahkan para sahabat –yang 
dulunya kafir– yang memiliki istri lebih dari empat agar 
mereka memilih empat di antara istri-istri tersebut dan 
menceraikan yang lainnya. Perintah Nabi kepada mereka 
untuk memilih empat istri tidak disertai adanya perintah 
untuk menikahi ulang empat istri tersebut dengan ketentuan 
perkawinan dalam Islam, seperti perintah Nabi kepada 

seorang sahabat yang bernama al-H{aris\ ibn Qais yang 
memiliki delapan istri.29 Perintah Nabi tersebut menunjukkan 

bahwa perkawinan al-H{aris\ yang dilakukan ketika dia kafir 
merupakan perkawinan yang sah.30 

Pendapat Ibnu Taimiyah di atas didukung oleh 
muridnya yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Dasar dari 
pendapat Ibnu Qayyim memiliki kesamaan dengan Ibnu 
Taimiyah adalah: 
a). Di dalam Al-Qur‘an Allah menyebutkan istilah imra‟āt 

yang berarti istri, sebagaimana penyebutan istri Abū 
Lahab31 dan istri Fir‘aun.32 

b). Sebagian besar sahabat adalah orang yang dilahirkan oleh 
orang tua yang melakukan perkawinan di luar Islam 
(sebelum Islam) dalam keadaan musyrik, tetapi Nabi 
tetap menasabkan mereka dengan orang tua mereka. 

c). Banyak di antara orang-orang kafir yang masuk Islam dan 
kemudian menjadi sahabat Nabi memiliki istri lebih dari 
empat. Nabi tidak membatalkan perkawinan mereka, 

                                                           
29 Ibid., hlm. 198. Hadis yang dijadikan dasar tentang sahnya perkawinan di 
luar Islam oleh Ibnu Taimiyah memiliki kandungan makna yang sama dengan 

hadis tentang Gailān ibn Salmah al-S |aqafī. Sebelum masuk Islam, dia memiliki 
sepuluh istri. Setelah dia masuk Islam, Nabi memerintahkannya untuk 
memilih empat orang sebagai istrinya dan menceraikan istri-istri yang lainnya. 
Perintah Nabi kepadanya tanpa disertai perintah untuk melakukan perkawinan 
ulang dengan empat istrinya tersebut. Al-Tirmīzī, Sunan al-Tirmīzī, Abwāb al-
Nikāh, cet. III (Beirut: Dār al-Fikr, 1978) II; 298-299, hadis nomor 1138. 
30 Ibnu Taimiyah, Majmū‟at, XXXII; 198. 
31 QS. al-Lahab (111): 4. 
32 QS. al-Tahrim (66): 11.  
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tetapi Nabi memerintahkan mereka untuk memilih empat 
istri dan menceraikan yang lainnya.33 

Menurut Ibnu Qayyim, apabila terdapat perkawinan 
di luar Islam kemudian suami istri tersebut masuk Islam 
bersama-sama, mereka tidak diperintahkan untuk melakukan 
perkawinan yang baru (ulang). Suatu ketika ada seorang laki-
laki kafir yang masuk Islam bersama istri-istrinya, Nabi tidak 
bertanya tentang cara-cara perkawinan yang dilakukan. Hal 
ini menunjukkan, bahwa Nabi mengakui perkawinan 
mereka.34 

Berkaitan dengan persoalan apabila salah satu suami 
atau istri masuk Islam, menurut Ibnu Qayyim, mereka diberi 
batas waktu „iddah. Apabila dia kemudian masuk Islam, maka 
perkawinan itu dilanjutkan dan tidak dilakukan perkawinan 
ulang, seperti Ummu Hakim yang masuk Islam lebih dulu 
dari pada suaminya (Ikrimah), demikian juga Abu Sufyan 

yang masuk Islam sebelum Fath} al-Makkah, sedangkan 

istrinya (Hindun) masuk Islam setelah Fath } al-Makkah. Nabi 
tidak menyuruh mereka melakukan perkawinan ulang.35 

 
Implikasi Hukum Perkawinan di Luar Islam 

Di dalam Usul Fikih, sumber hukum dalam penetapan 
suatu hukum adalah al-Qur‘an, Hadis, ijmak, dan qiyas. Pendapat 
Ibnu Taimiyah di atas didasarkan pada al-Qur‘an dan hadis, 
sehingga pendapat tentang sahnya Perkawinan di luar Islam 
(nikāh al-kuffār) ini memiliki landasan hukum yang kuat.  

Dengan pendapat ini, maka akibat dari perkawinan 
tersebut sama dengan perkawinan yang dilakukan oleh umat 
Islam dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam, seperti 
sahnya keturunan, sehingga terdapat hubungan nasab antara 
orang tua dengan anak. Akibat berikutya adalah adanya hak waris 
antara orang tua dan anak, serta antara suami-istri ketika 

                                                           
33 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Ahkām ahl al-Z|immah, cet. I (Dimsyaq: Mat}ba‘ah 

Jami>‘ah Dimsyaq, 1961), I; 308-309.  
34 Ibid., hlm. 318-319. 
35 Ibid., hlm. 324-325. 
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semuanya memeluk Islam dan adanya hak perwalian orang tua 
(bapak) terhadap anak perempuannya. 

Di dalam hukum waris Islam dijelaskan bahwa sebab-
sebab seseorang memperoleh harta warisan dari pewaris antara 
lain adalah adanya hubungan perkawinan dan kekerabatan. 
Perkawinan yang menjadi sebab adanya kewarisan adalah 
perkawinan yang sah.36 Berdasarkan pendapat Ibnu Taimiyah, 
maka suami-istri yang bukan muslim –dan melakukan 
perkawinan dengan hukum mereka— yang kemudian masuk 
Islam, maka antara suami-istri tersebut terdapat hubungan yang 
sah menurut Islam sebagai suami-istri. Apabila salah satu dari 
keduanya meninggal dunia, maka yang lainnya sebagai ahli waris. 

Hal di atas juga berlaku dalam hubungan kewarisan orang 
tua dengan anaknya. Karena perkawinan tersebut diakui oleh 
Islam, maka anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut 
memiliki hubungan nasab dengan orang tuanya. Apabila 
semuanya –orang tua dan anak— kemudian masuk Islam, maka 
di antara orang tua dan anak terdapat hak untuk saling mewarisi. 

Sahnya perkawinan di luar Islam, menjadikan hak 
perwalian orang tua (bapak) terhadap anak perempuannya dalam 
melakukan akad perkawinan adalah sah, apabila orang tuanya 
(bapak) dan anak perempuan tersebut masuk Islam. Perwalian di 
sini adalah perwalian berdasarkan keturunan atau nasab. Tetapi, 
apabila hanya anak perempuannya yang masuk Islam dan orang 
tuanya (bapak) tetap non-muslim, maka orang tuanya tidak 
berhak menjadi wali, karena syarat dari perwalian dalam 
pernikahan adalah Islam. Perbedaan agama menjadi halangan 
perwalian dalam pernikahan. 

Adapun pendapat Ibnu Taimiyah tentang perkawinan 
dengan mahram-nya harus dibatalkan, hal itu sesuai dengan tujuan 

                                                           
36 Dalam hukum waris Islam disebutkan sebab-sebab terjadinya pewarisan 
harta dari pewaris kepada ahli waris, yaitu perkawinan, kekerabatan, dan wala‘. 
Fatchur Rahman, Ilmu Waris, cet. II (Bandung: PT Al-Ma‘arif, 1981), hlm. 
113. Adapun sebab-sebab yang menghalangi terjadinya pewarisan adalah 
perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama serta perbedaan, Abdul 
‗Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid I (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van 
Hoeve, 1999), hlm. 316. 
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syari‘at (maqās}id al-syarī'ah) yang berupa terjaganya kesehatan dari 
keturunan yang dilahirkan.37 Dalam sejarah, kita bisa melihat 
contoh yang diberikan oleh Nabi Adam dalam menikahkan 
anaknya, Qābil dan Hābil. Mereka tidak dinikahkan dengan 
saudari kembarnya tetapi dengan yang lainnya. Di dalam hukum 

perkawinan Islam pun perkawinan dengan mah }ram merupakan 
perbuatan yang dilarang, antara lain disebutkan dalam surat al-
Nisa‘ (4): 23. 

مَت   كُم   حُرِّ هَ  عَليَ  اتُكُم   وَأخََوَاتُكُم   وَبَنَاتُكُم   اتُكُم  أمَُّ  وَبَنَاتُ  الأخِ  وَبَنَاتُ  وَخَالاتُكُم   وَعَمَّ
تِ  هَاتُكُمُ  الأخ  نَكُم   اللاتِي وَأمَُّ ضَع  ضَاعَةِ  مِنَ  وَأخََوَاتُكُم   أرَ  هَاتُ  الرَّ  نِسَائِكُم   وَأمَُّ

 دَخَل تُم   تَكُونُوا لَم   فَإنِ   بِهِنَّ  دَخَل تُم   اللاتِي نِسَائِكُمُ  مِن   حُجُورِكُم   فِي اللاتِي وَرَبَائِبُكُمُ 
كُم   جُنَاحَ  فَلا بِهِنَّ  نَائِكُمُ  وَحَلائِلُ  عَليَ  لابِكُم   مِن   الَّذِينَ  أبَ  مَعُوا وَأنَ   أصَ  نَ  تَج  نِ  بَي  تَي   الأخ 
َ  إنَِّ  سَلَفَ  قَد   مَا إلِا  (٣٢) رَحِيمًا غَفوُرًا كَانَ  اللَّّ

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; 
saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; 
saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu 
yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-
ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); 
anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi 
jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak 
berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu 
(menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, 
kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi 
Maha Penyayang.” 

 
Pengakuan terhadap sahnya perkawinan di luar Islam 

sesuai dengan prinsip-prinsip syari‘at Islam tentang toleransi 
(tasāmuh) terhadap agama lain (non-muslim), yaitu prinsip:38 

                                                           
37 Syaikh Hasan Ayyoub, Fikih Keluarga, terj., M. Abdullah Ghoffar FM 
(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), hlm. 23. Tujuan dari syari‘at Islam 
(maqāşid al-syarī‟ah), oleh sebagian ulama dirumuskan dalam lima hal, yaitu 
kemaslahatan dalam agama, jiwa, keturunan/kehormatan, akal, dan harta.  
38 Prinsip-prinsip toleransi dalam Islam yang lain adalah: 1). Menjaga 
kemurnian agama (QS al-Kafirun (109): 1-5), ―Katakanlah (wahai 
Muhammad), wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu 
sembah dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah dan aku tidak 
pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah dan kamu tidak (pula) 
menjadi penyembah apa yang aku sembah.‖ 2). Tolong-menolong (al-Ma‘idah 
(5): 2), ―Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar 
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1. Kebebasan beragama 
Islam adalah suatu agama yang memberikan kebebasan 

kepada manusia untuk memeluk agama yang dia inginkan, 
meskipun Islam sudah memberikan petunjuk dan bukti, bahwa 
Islam adalah agama terakhir bagi umat manusia. Ayat tentang 
kebebasan beragama antara lain:  

 ٌْ ٌْ  ىنَُ َٜ  دِْٝنُُ ىِ َٗ  ِِ  (٦) دِٝ
 “Bagimu agamamu dan bagiku agamaku.”39 

Islam juga melarang terjadinya paksaan kepada orang lain 
untuk memeluk agama Islam. Tugas Nabi Muhammad saw. –
termasuk umat Islam– hanyalah supaya menyampaikan ajaran 
Islam kepada manusia dan bukan mamaksa mereka untuk 
menerimanya, sebagaimana disebutkan dalan surat al-Baqarah 
(2): 256: 

ِِ  فِٜ امِْشَآَ  لا ٝ َِ  قذَْ  اىذِّ شْذُ  رجَََّٞ َِ  اىش  ٍِ  ِّٜ ِْ  اىْغَ ََ ِْ  ثبِىطَّبغُ٘دِ  ٝنَْفشُْ  فَ ٍِ ٝئُْ َٗ  ِ  فقَذَِ  ثبِللَّّ

سَلَ  َْ حِ  اسْزَ َٗ ثْقَٚ ثبِىْعُشْ ُ٘ ًَ  لا اىْ ّْفصَِب ُ  ىَٖبَ ا اللَّّ ٞع   َٗ َِ ٌ   سَ  (٢٥٦) عَيِٞ
“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan 
yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa yang ingkar kepada 
Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul 
tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui.‖40 

 
 
 

                                                                                                                          
Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan 
(mengganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalaaid, dan 
jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang 
mereka mencari karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah 
menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali 
kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi 
kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). 
Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan 
bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.‖ 
3).Mewujudkan perdamaian (al-Anfāl (8): 61), ―Dan, jika mereka condong 
kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertakwalah kepada 
Allah, sesungguhnya Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.‖  
39 QS al-Kafirun (109): 6.  
40 QS. al-Baqarah (2): 256. 
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2. Saling menghormati 
Sebagai sesama manusia, umat Islam dituntut untuk 

menghormati umat non-muslim dan dilarang melakukan 
tindakan yang meremehkan dan melakukan penghinaan pada 
mereka, bahkan Allah melarang penghinaan terhadap berhala-
berhala yang mereka sembah. Penghinaan terhadap berhala dapat 
menjadi sebab kebencian dan pembalasan. 

 

لا َِ  رسَُج ٘ا َٗ َُ  اىَّزِٝ ِْ  ٝذَْعُ٘ ٍِ  ُِ ِ  دُٗ ا اللَّّ َ  فَٞسَُج٘  ا اللَّّ  ٗ ْٞشِ  عَذْ ٌ   ثغَِ َّب مَزَىلَِ  عِيْ خ   ىنُِوِّ  صََّْٝ ٍَّ  أُ

 ٌْ يَُٖ ََ ٌَّ  عَ ٌْ  اىَِٚ ثُ ِٖ ٌْ  سَثِّ شْجِعُُٖ ٍَ  ٌْ ب فَُْٞجَِّئُُٖ ََ َُ  مَبُّ٘ا ثِ يُ٘ ََ  (١٣١) ٝعَْ
“Dan janganlah kamu memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah, 
karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. 
Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian 
kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa 
yang dahulu mereka kerjakan.”41 

 
Selain larangan melakukan penghinaan, umat Islam juga 

dilarang melakukan perdebatan tentang masalah agama dengan 
mereka dengan jalan yang tidak baik, sebagaimana disebutkan 
dalam ayat; 

لا ْٕوَ  رجَُبدِىُ٘ا َٗ َٜ  ثبِىَّزِٜ الِا اىْنِزبَةِ  أَ ِٕ  ُِ َِ  الِا أدَْسَ ٘ا اىَّزِٝ َُ ٌْ  ظَيَ ُْْٖ قُ٘ىُ٘ا ٍِ َّْب َٗ ٍَ  ثبِىَّزِٛ آ

ّْضِهَ  ْْٞبَ أُ ّْضِهَ  اىَِ أُ َٗ  ٌْ ْٞنُ اىَُِْٖبَ اىَِ َٗ  ٌْ اىَِٖنُُ ادِذ   َٗ َٗ  ُِ ّذَْ َُ  ىَُٔ  َٗ ٘ َُ سْيِ ٍُ (٤٦) 
“Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang paling 
baik, kecuali dengan orang-orang dzalim di antara mereka, dan katakanlah: "Kami telah 
beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan 
kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami hanya kepada-Nya 
berserah diri".42 

 
3. Keadilan 

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap adil. 
Sikap adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, 
menghukum dan memberi imbalan (ganjaran) sesuai dengan 
perbuatan. Adil merupakan suatu sikap yang proporsional dalam 
menempatkan suatu persoalan, suatu sikap yang didasarkan pada 
suatu pengertian tentang suatu hak dan kewajiban. Kewajiban 
untuk bersikap adil ini tidak hanya kepada orang lain yang 

                                                           
41 QS. al-An'am (6): 108. 
42 QS. al-'Ankabut (29): 46.  
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sependapat dengan dirinya, tetapi juga kepada orang lain yang 
berbeda pendapatnya, termasuk terhadap orang yang tidak 
disukai (dibenci): 

بَ ٝبَ َِ  أَٖٝ  ُْ٘ا اىَّزِٝ ٍَ َِ  مُُّ٘٘ا آ ٞ ٍِ ا َّ٘ ِ  قَ لا ثبِىْقسِْظِ  شُٖذََاءَ  لِلَّّ َٗ  ٌْ َّْنُ ٍَ ُُ  ٝجَْشِ ً   شَْآَ ْ٘  ألَا عَيَٚ قَ

َ٘  اعْذِىُ٘ا رعَْذِىُ٘ا ٙ أقَْشَةُ  ُٕ َ٘ ارَّقُ٘ا ىيِزَّقْ َٗ  َ َُّ  اللَّّ َ  اِ ب خَجِٞش   اللَّّ ََ َُ  ثِ يُ٘ ََ  (١) رعَْ
“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu 
menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah 
sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak 
adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah 
kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan..43 

 
Bahkan terhadap musuh yang melakukan perdamaian, 

umat Islam diperintahkan untuk berbuat baik dan bersikap adil, 
sebagaimana ketentuan ayat: 

ٌُ  لا َْْٖبمُ َٝ  ُ ِِ  اللَّّ َِ  عَ ٌْ  اىَّزِٝ ٌْ  ىَ ِِ  فِٜ ٝقُبَريُِ٘مُ ٝ ٌْ  اىذِّ ىَ َٗ  ٌْ ِْ  ٝخُْشِجُ٘مُ ٍِ  ٌْ ُْ  دِٝبَسِمُ ٌْ  أَ ُٕٗ  رجَشَ 

رقُْسِطُ٘ا َٗ  ٌْ ِٖ ْٞ َُّ  اىَِ َ  اِ َِ  ٝذُِت   اللَّّ قْسِطِٞ َُ  (١) اىْ
“Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang 
yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.”44 

 
Penutup 

Terdapat dua pendapat ulama dalam persoalan kaabsahan 
perkawinan di luar Islam (nikāh al-kuffār), sebagian tidak 
mengakui sahnya perkawinan itu dan sebagian yang lain 
mengakui seperti Ibnu Taimiyah. Pendapat Ibnu Taimiyah 
tentang legalitas perkawinan di luar Islam didasarkan kepada al-
Qur‘an dan hadis. Pengakuan terhadap sahnya perkawinan di luar 
Islam menjadi dasar tentang sahnya hubungan nasab antara 
orang tua dengan anaknya, yang pada gilirannya ketika orang tua 
dan anak masuk Islam, maka terdapat hubungan kewarisan dan 
hak perwalian dalam pernikahan. 

 
 
 
 

                                                           
43 QS. al-Ma'idah (5): 8.  
44 QS. al-Mumtahanah (60): 8.  
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